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MOTO

“Kesuksesan itu bukan akhir, kegagalan itu bukan hal yang fatal: Namun, keberanian

untuk melanjutkan itu diperhitungkan” (Winston S. Churchill)
PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana
ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan

kusayangi:

Mamah dan Papah Tercinta,
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sekarang. Semoga hasil karya penulis ini bisa jadi suatu kebanggaan bagi Mamah dan
Papah, serta ucapan terimakasih yang tidak akan pernah cukup dalam menggantikan
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mewujudkan mimpi-mimpi kalian.
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Dosen pembimbing skripsi
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dosen pembimbing.
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RINGKASAN

Dwi Ariska Rahmah. Maret 2024. PENGALIHAN ASET HASIL TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PASIF. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: Dr. H. Helmi, S.H.,
M.Hum.

Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pengalihan aset hasil kejahatan untuk
menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Pengalihan aset ini diatur dalam
berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pengelolaan barang rampasan dan
pemulihan aset tindak pidana juga diatur dalam konteks pemulihan aset hasil tindak
pidana korupsi. Proses pemulihan aset tindak pidana korupsi menjadi semakin penting
dilakukan, dan pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB menentang
korupsi yang mengamanatkan penerapan pendekatan Non-Conviction Based dalam

perampasan aset tindak pidana.

Dalam praktiknya, pengalihan aset korupsi sering terjadi dan meningkat, dan salah satu
modus utamanya adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengelolaan barang
rampasan memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan aset tindak pidana, namun
masing-masing lembaga memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri sebagai institusi
pengelola aset hasil tindak pidana. Selain itu, perampasan aset menjadi opsi suprematif
agar harta hasil korupsi bisa dikembalikan dan menjadi penerimaan negara. Penyitaan
dan perampasan aset hasil tindak pidana menjadi faktor fundamental yang mutlak

dilakukan dalam menekan tingkat kejahatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi
penerima pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui beban

pembuktian tindak pidana pencucian uang pasif.

Jenis yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif,
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang



disebut juga penelitian kepustakaan. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis yang

memberi jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penerima hasil Tindak Pidana Korupsi ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang yaitu lebih spesifiknya diatur pada Pasal 5 atau yang dikenal sebagai pelaku
pasif. Pelaku pasif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti
mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa telah dilakukannya
tindak pidana pencucian uang. Sebab pelaku pasif pencucian uang tidak melakukan
langsung perbuatan tindak pidana tetapi apabila dihubungkan dengan harta benda
yang ia terima dan unsur “mengetahui” terpenuhi maka ia sudah tahu bahwa harta
benda yang ada padanya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang
tercantum Pasal 2 ayat (1). Sehubungan dengan unsur “diketahui” atau “patut
diduga” yang ada pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, maka dalam penerapannya kita
harus mengetahui apakah penerima tahu asal usul harta benda tersebut didapatkan,
pengetahuan subjek penerima apa yang ia perbuat. Pelaku tindak pidana pencucian
pasif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), tidak dituntut pidana apabila yang

bersangkutan melapor

2. Pembuktian yang diserahkan dalam perkara pidana ini berbeda dengan perkara
lainnya. Penyelidikan dan penyidikan merupakan proses permulaan pada
pembuktian suatu perkara pidana. Karena adanya beban pembuktian ini, maka
terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya yang dikuasainya bukanlah
berasal dari tindak pidana yang disebutkan Pasal 2 ayat (1). Dalam persidangan
tersebut terdakwa dinyatakan bersalah jika bukti yang diserahkan benar-benar
terbukti diperoleh secara tidak sah. Oleh karena itu, pada Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) maka dikatakan UU tersebut tidak
mengatur beban pembuktian berbalik tetapi hanya membuktikan asal usul harta

kekayaan yang diperoleh bukan dari hasil tindak pidana.
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ABSTRAK

Dalam praktiknya, pengalihan aset korupsi sering terjadi dan meningkat, dan salah satu
modus utamanya adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengelolaan barang
rampasan memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan aset tindak pidana, namun
masing-masing lembaga memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri sebagai institusi
pengelola aset hasil tindak pidana. Penerima hasil Tindak Pidana Korupsi ini dimuat
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu lebih spesifiknya diatur pada Pasal 5 atau yang
dikenal sebagai pelaku pasif. Pelaku pasif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
apabila terbukti mengetahui atau mempunyai alasan untuk mengetahui bahwa telah
dilakukannya tindak pidana pencucian uang. Sebab pelaku pasif pencucian uang tidak
melakukan langsung perbuatan tindak pidana tetapi apabila dihubungkan dengan harta
benda yang ia terima dan unsur “mengetahui” terpenuhi maka ia sudah tahu bahwa
harta benda yang ada padanya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang

tercantum Pasal 2 ayat (1).

Beban pembuktian dalam hal tindak pidana pencucian uang pasif melibatkan bukti yang
memungkinkan pengadilan untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan
aktivitas ilegal tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti yang memberikan petunjuk
tentang perilaku yang tidak sah atau ilegal. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU
No. 8 Tahun 2010, maka dapat dikatakan bahwa UU ini tidak mengatur beban
pembuktian berbalik, melainkan hanya kewajibkan kepada terdakwa untuk
membuktikan asal usul harta kekayaan yang jadi objek perkara bukan berasal dari hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).

Kata kunci (keyword): korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelaku pasif
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Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang
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TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
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yang penulis dapatkan maka dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala
kekurangan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari
pihak lain. Dengan kesempatan yang diberikan, penulis ingin mengucapkan terima
kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung
terwujudnya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang
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1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakutas Hukum
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xii
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juga Kakak Eko Budi Setiawan, yang selalu memberikan dukungan penuh
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Kepada sahabat-sahabat tersayang penulis Silvina Dewi, Nursyifa Nada
Hariyadi, Indri Puspita Dewi, Rizky Amalia dan Husnul Nadila, terimakasih
sudah selalu ada untuk menemani dan menghibur penulis dalam suka dan duka,
serta ucapan terimakasih telah memberika doa dan dukungan hingga penulis
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Kepada sahabat penulis Yemima Syalomita Br Sembiring dan Muhibah
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Xiii



10. Last but not least, | wanna thank me for believing in me, | wanna thank me dor
doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna
thank me for never quiiting, I wanna thank me for always being a giver and
tryna give more than I receive, | wanna thank me for tryna do more right than
wrong, | wanna thank me for just being me at all times.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta
mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka

dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2024

Dwi Ariska Rahmah
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